PERATURAN DAERAH
KABUPATER PARGKAIENRE DAN KEPULAUAN

NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAM
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAM YANG MAHA ESA
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Merimbang : a  bahwa untuk memenuhi ketertuan dalam Pasd 185 ayat 4 Undang — Undang MNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan D
sebagaimania teldt diubah dengan Undang -~ Unvdang Nomor 8 Tahun 2005 temtang Penetapan Peraturan Pemerintah Penvpgan
Undang — undeng Nomor 3 Tdwun 2005 tertang Perubahan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2004 lentang Pemenidaly
Daergh menjadi Undang ~ undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daersh (DPRD) bersama Bupab Pangkajene dan Kepulauan el
menyempurnakan Rancangan Peraturan Daersh tentang Anggaran Pendzpatan dan Belanja Daersh (APBD) Tahun Anggewr: A1 |

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaisud dalam huruf a dan b, pedu ditetapkan Peraturan Daersh tenlanr APl
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2012;
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Unaang —undany Nomor .« 4 sanun 1959 watang Pembantukan Das dr - daciah te iokat 1. 3 Sulawesi (Lembar o Nugar o Hepublik
Indonasia Tahun 1959 Nomoe 74, Tambahan Lembaran Megara Repubik indonesia Momor 1822);

Undang-Undang domor 12 Tahun 1994 tenfang Peubahan atas Undang-undang Momor 12 Tabun 1985 tentang Pajak lumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 3312) schagaimama telah diubah dengan Undang-Undang Nomor U
Tahun 1994 {Lembaran Neyaa Republk Indanesia Tahun 1994 Nomwor 62, Tanmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3569);

Undang-Undang MNormor 28 Tahun 1999 tertang Penyelenggdraan Negra yang Bersin dan Bebas dan Korupsi, Kolsi dan
Nepotisme {Lembaran Negara Republix Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor
3851 y

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan hek Atas Tansgh dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Fdonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara “epublik Indonesia Nomor 3959);

Undang-Undang pomor 17 Tahun 2000 tenteng Keoangan Negra (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesa Nomar <286);

Undang-Undang dNomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Megara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 MNomor
3 Tanbahan Lembdaran Negara Republik ndonesia Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemrksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara {Lembaran Nogur
Repudlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran MNegars Republik Indonesia Nomor 44000;

Undang-Undang Nomiw 25 Tabun 2004 tentang Sistern Prerencangan Pembangunan Nasional {Lembaran Megam Republik Indunesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 4421

Undang-undang Momor 32 Tahun 2004 tertang Pemerintsh Daerah (Lembaran Negara Tabun 2004 Nomor 125, Tarraban
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagamana telsh diubsh dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ficran 1
Tahun 2005 tentang Perubalian Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daersh menjad Undlang-undang .
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomnr 38 Tambahan Lembaran Negam fomor 4493) yvang telah ditetapkan dengan Undang — undong
Mormor & Tahun 2005 {Lembaran Negara Republk ndnesia Tahun 2005 Momor 168 Tambahan Lembaran Megam Momo 4548)

Kedsa dengan undang-Lndang Nonor 12 Tahun 2008 (Lombaran MNegam Republk Indonesiz Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negaa Republk Indonesia Nomor 4844):

undang - Undang Momor 33 Tahun 2004 tentarg Penmbangan Kevanosn Antara Pemenntah Pusat dan Pemenntah Da wii
(Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Momor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 tentang Pembentukan Peraturan Perungang-undangan (Lembaran Negaa epulb
[ndonesia Tahun 201 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Megera republik Indonesia Momor 5234);

Perairan Pemenntah Nomor 20 Tahun 2001 fentang Pembwnzan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemenntah D, wetals
(Lembaran Negaa Republk Indonesia Tahun 200t Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republfk Indonesia Nornas 40490,
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Peraturan Pemeintah Naner 65 Tahun 2001 tertang Pajak Caerdh (l.embaran Negaa Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lenbaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomeor 66 Tahun 2001 tentang Retrbusi Daerah {tembaran Negara Repubbk Jndonesia Tahun 2001 Somor
19 Tambehan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4139);

porsturan Pemerintzh Nurmor 24 Tahun 2009 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Angqofa Dewan
Perwakllan Rakyat Deerah (Lambaran Ncgara Republk Indonesia Tahun 2004 Momor 90, Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indonisia Nomo 44163 sebagamana telsh dubah dengan Peraturan Pemerintah Homor 37 Tahun 2004 temang Kedudukan
Protokoler ran Keuangan Dimninan dan dagoota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  {(Lembaran Negara Repubfik Indores Tahun
W04 Numor 94, Tambanan Lembarar: Negad Repubk Indoiesia Namor 4540);

Peraturan Pemerintan Nomor 23 Tahun 27U tertang Pengeiolaan Keuangan 8adan Layanan Umum {Lembaran Wegaa Rep.blik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republk [ndonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor
137, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Permerintab Momor S7 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Repubbk Indonesia Tahun 2005 Nemor 139,
Tanzahan Lembaran MNegara Republik [ndonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintab Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerzh (Lemoaran Negam Republk Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerntah Nomor 65 Tabun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lermbaran
MNegara Repubiik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republk indonesia Nomar 4585);

Peraturan Pemerintah Normor 8 Tahun 2006 tertang Pelaporan Keuangan dan Knerja Instansi Pemerintan (Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Megara Repubit. Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerntal. Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemeriniah Momaor 56 Tabun 2005 tentano Sistem
Infarmasi Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2010 Nomor 116, Tampahan tembaran Negara Republik
Indosiesia Nomor 5155);

Peraturan Pernerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stendar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomear 123, Tanbahan Lembaran Negaa Republk Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerch (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 201 Nomor
59, Tahbhahan Lembaran Negarz Republk Indonesia Nomor 5219)

Peraturan Menteri Dalam Megeri Momor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerdhy sebagaimana teaf
diubah pertama dengan Peraturan Merfieri Dalan1 Negert hNomor % Tahun 2007, kedsa dengan Perduron Menlen Dagm hegeri
Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene don Kepuwiduan Nomor I Tahwn X008 tentang Pokok-pokok Pengelotaan Keuangan
Daerah (Lenbaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1),



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
dan
BUPATE PANGKAIENE DAN KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANIA CAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPLLAUAN TAHUN
ANGGARAN 2012

Pasal 1

Anggaan Pendapatan dan Belana Oaerah Tahun Anggaras 2012 sebagai berikut:

1. Pendapatan Pp F25.771.041.408 .00
2 Belanja P 754176 255003 66
Surplus/Oensil Setelah Perubahan Rp (28,405 213 525 66)

3 Pembiayaan
a Penenmadan Rp a1, 184 801 309.66
b Fengehsaran Rp 22 779587 714.00
Jumlah Pembiayaan Netio Rp 28,405.213,595 &6
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp 0 0%



Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagamana dimaksud dalam Pasal 1 terd dai ;

a Pendapatan Asl Daerah Pp 1,075,849 605 00
b, Dana Perimbangan Rp 570,794,415,236 00
¢ Lain - Lain Pendapatan Dasrah yang Sah Fp R3I900,776,INH67 00

(2) Pendapatan Asi Daerah sebagaimana dmaksud pada ayat 1 huruf a & atas terdiri da Jeris pendapatan;

a Pajak Daerah Rp 36 512 534 195 Q0
b, Retribusi Daerah Rp 17.338.247.91000
¢ Hasll pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 7.030,000.000 G0
¢ Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Fe NASS067.50000.

{3} Dana Perimbangan schagaimana dimaksud pad? ayat | buruf b & atas terdri dari jens pendapatan ;

a. Dans Bagl Hasll Pajak/Bukan Pagak Rp 8.723.661,487.00
b, Dana Alckas: LUmum Fp 63.475,779,000.00
c, DanaAlokas Khusus Rp 11.761,336,08000

(4) Lan - lan pendapatan deerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c terdiri dari jenk pendapatan;

a Danz Darurat R -
b Dana Bag hasil paak dar propins dan Pemenntab Daerah lannya p 8,723,661,487 00
c. Dana Penyesuaian dan Ctonomi khusus Rp 63,415, 779,000 00
d. Bantuan keuangan dar propinst atau pemerintah daerah lainnya Fp 11,761,336.08000



Pasal3
(1) Balanja Daerah sebagaimana dimaksud daiam Pasal 1 terdiri dari

a Belanja Tidak Langsung
b Belanja Langsurg

(2) Belanja tidak langsuna sehagamand dimaksid poads ayal §di atas tendivl dan jenis belan)s

a Belanpa Megawai

E Belang Bunga

¢ Belania Subsidi

d Belanja Hibah

e, Belana Bantuan Sosial

f Befanja Bagi hasil

g Belama Bantuan Keuangan
h Belanya Tidak terduga

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b terdin dari jenk belanja |

a Belanja Pegawai
b Belanja Barang dan Jasa
¢ Belanja Modal

Pasal 4
(1} Pembiayaan daersh sebagaimana dmak.sud daiam Pasal 1 terdiri dari

a Penerimaan
b Pengeluaran

Fp
Rp

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

&8

&8

463,001,634 929.18
291,174,620,07448

433319, 111 87618
100,000 000 00

3,105.500.000 00
8 160,600,000, 00

405,000 600,00
13589 369,000 00
4,322,662 950.00

43,687 592 120 00
93,932 153,257 a8
153 547 874697 00

21.184 801,308 66
22,279 587.7114 00



(2} Penertmaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hwuf a terdiri dari jeris pembiayaan:

a SiLPA Tahun Angeoaran sepalumnya sejumlah

b Pencairan dane cadangan sejumlah

o Hasl penjualan kekayaan daeran yang dipisahkan sejumlab .
d Penennzah pinjaman daerah seumlah

50.981,908.365.00

202,892,944 65

664

{3) Per.gefuaran sebagaimazna Gimaksud pada ayat 1 huruf b terdin dani ienis pembiayaan

a Pembentukan Dana Cadangan sewmiah Rp =

b Penyertaan Modal (investasi) pemenntah daerah sejumiah Rp .

¢ Pembayaran utang pokok seumiah Rp 500,000,000.00

4 Pembayaran utang kepada pihak ketiga Rp 22 274587 714.00
Pazat 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan den Belanja Daerah sebagaimana denaksud dalam Pasal 1, tercanturn dalam lampiran
vang merupakan baglan yang tidak tergisahkan dari Peraturan Daerah i, terdri deri

1. tampiran 1 Ringkasan APBD;

Lampiran 1 Rirrgkasan APBD menurut Urusan Pemenntah Deaerah dan Orgarisasi SKPDY

Lampran [l  Rincian APBD menurut Urusan Pemerinteh Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaar

lampran I Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Doerah, Organisasi SKPD, Proyam dan Kegiatary;

Lamgiran V¥V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusen Pemerintzh Daerah dan

3 I N

Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Llamgiran VI Daftar Jumilah pegawal per golongan dan per jabatan;
7 Lampiran VI Dafter plutang daergh
8 Lampiren VI Daftar penyertaan moda (invetasi) daersh
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Lampiran
Lampiran
Lanmpiran

Loampiean
Larriiran

X
X

i
Xlit

Dafter perkiraan penambahan dan pengurangan asset teta daerah
Daftar perkiraan penambahan dan pengurangzn asset lain- lain
Daftar Kegiatan — kegiatan tabun anggaran sebelumnya yang beium diselesaikan dan diangoarken kembal, dalam
tahun anggaran nj;
Dafiar dama cadanagan dierah; den
Dafta Pinjaman Daersh dan Obligasi Daerah.
Pasai 6

Bupati Pangkajene dan Kepulauan menetapkan Peraturan tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daersh sebagal landasar

cperasiond pelaksanaan;

Pasal 7

Peraturan Daersh ini mulai berlaku pada tanggai diundangkan
Agar setigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengendangan Peraturan Daerah ni dengan penempatannya dalam Lermbaran Dacrd

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

| minnl.wkhang di Pangkajene
el Lanp | 30Desember 2011

aexnptanis
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AT EN PANGHKAJENE DAN KEPULAUAN
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WAH HFCCA

Ditetapkan d Pangkajene
pada tanggal 4¢ Desember 2011

BUFPA 5
PANGKAIENE DAN(KEPULAUAN,

‘MSUDDIN A HAMID

IPMBANAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2011 NOMOR !

ddrrer



